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ABSTRACT

Abandon land is land with title of HM, HGB, HGU, H#nd HPL or based
on land handling that is neither cultivated or uaedording to its condition and
objective of its title provision. (Perkaban No. @05 Article 1, paragraph 6).
Abandoned land is phenomena contradict to incrghsmarrow ownership area
and land control by people. Today, abandoned laagase continuously, while
in other side, land ownership decreased. Land miadie been regulated through
agrarian Law that is detailed in Government Regahalo 36/1998. Due to
development dynamic, the regulation was updateldd @R no 11/2010 on
ordering and use of abandoned land.

This research study implementation of controlling ase of abandoned
land in Central Sulawesi province that is intenttettlentify cause of abandoned
land in the province, implementation of controlliagd use of abandoned land by
The national land office of Central Sulawesi andtables in controlling and use
of abandoned land.

The research used descriptive method that desgriioesss or activities
occur currently, without base on certain hypothesissed descriptive qualitative
analysis to draw conclusion over the problems.

The result indicated that (1) cause of abandonedi ilaCentral Sulawesi
Province is no good will from holders of HGU, HGBdalocation permit to
develop or use the location; insufficient fund fratie holder; and too great area
applied than people need. (2) Controlling and dssdbandoned land by the
national Land Office of Central Sulawesi have bdene according to regulation
so its activity can be done well. (3) Obstacledaing the activities are human
resource and title holder.

The conclusion is that abandoned land is causbarfdonment from title
holder and unawareness of title holder about thigigation over land applied.
The Land office of Central Sulawesi and land oice each regency have
coordinate in collecting data, identification atddy of abandoned land objects to
do successfully controlling and use of abandoned &cording to GR no
11/2010.

Keywords: controlling, use, abandoned land
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 ditetapkan padagtdng4
September 1960 sebagai Undang-Undang Pokok-pokatariag(UUPA),
peraturan perundang-undangan ini dibentuk berl&atgaBancasila dan UUD
1945 dan merupakan tonggak berdirinya rezim aghaaiai yang didasari
oleh hukum adat atau hukum yang hidup dan berkeghbiatam masyarakat
Indonesia. Asas-asas yang dikandung dalam UUPArdikng dalam Pasal 2
ayat (1) yang merupakan pengejawantahan dari Basayat (3) UUD 1945.
Dinyatakan bahwa bumi, air dan ruang angkasa tehn&skayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negamalgeergunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 1 ayat FPAJWerbunyi
hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, aia sedng angkasa
termasuk dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungary yaarsifat abadi.
Hubungan yang bersifat abadi pengertiannya huburigargsa Indonesia
bukan hanya dalam generasi sekarang saja tetapragerseterusnya untuk
anak cucu kita. Oleh karena itu sumber daya alawshdijaga jangan sampai
dirusak atau diterlantarkan, karena UU No. 5 tab®®80 menyatakan bahwa
hak atas tanah akan hapus dengan sendirinya apafalanya diterlantarkan.
Berdasarkan uraian diatas tanah tidak boleh menpadang komoditas

ataupun spekulasi yang bertujuan untuk mengeruktkkagan yang sebesar-



besarnya, untuk itulah UU No.5 tahun 1960 telah enarkan larangan
penguasaan tanah melampaui batas, karena itu sedakangpun yang
mempunyai hak yang sah untuk memiliki lahan yamtgbéan.

Memori penjelasan UUPA menegaskan bahwa perkatdaragai
dalam pasal tersebut di atas bukanlah berarti limilkan tetapi pengertian
yang memberi wewenang kepada negara sebagai agakekuasaan dari
bangsa Indonesia pada tingkatan tertinggi untuk lbeeitken pengaturan
berkenaan dengan masalah pertanahan, mulai dayajpean mengenai hak-
hak atas tanah yang dapat diberikan pada tanalmtp&an, penggunaan dan
pemeliharaannya serta pengaturan mengenai perbpathnatan dan
hubungan-hubungan hukum yang dapat dilakukan ateEhitanah tersebut

(Parlindungan, 1998:25).

Tanah memegang peran yang sangat penting dalandulpstm
bermasyarakat, untuk itu memerlukan penanganan ysegus dan
professional. Dengan meningkatnya pembangunan alaseigidang, baik
pertanian, pemukiman, serta perindustrian makatkélbn akan tanah tanah
semakin meningkat pula. Dengan meningkatnya kelamtuakan tanah
semakin meningkat pula rnasalah-masalah yang ditkah oleh tanah yang
harus ditangani dengan segera. Salah satunya adakdlah tanah terlantar,
karena masalah ini sangat rumit sekali jika mel#t#tnya estalasi dari harga-
harga tanah yang memuat masalah untuk dinyataka t@enjadi terlantar.

Terlantar dalam arti tanah tersebut tidak dimakBratsecara optimal oleh



pemegang hak. Dalam perspektif logika hukum Agramangenai tanah
tersebut dapat mempedomani apa yang diuraikan dalamNo.5 tahun 1960,
pasal 2 ayat 2, pasal 6, 7, 10, 14, 15, 18, 19aatngan fungsi sosial hak
atas tanah, bahwa dilarang menguasai tanah melanhaaas larangan
(absente) peraturan tata guna tanah, pemeliha@ah,t dan keharusan
pendaftaran tanah.

Aspek penguasaan tanah merupakan bagian yang sasegasial
dalam keseluruhan sistem agraria yang berlaku,nkaekan menentukan
tingkat dan distribusi kesejahteraan masyarakatathimnya, demikian pula
untuk sektor pertanian, karena faktor penguasaaahtanenjadi penentu
kegiatan usaha tani serta distribusi hasil dianfagkkunya, penguasaan
tanah tampaknya memiliki kearifan yang lebih tingging sesungguhnya
akan lebih mampu mewujudkan kesejahteraan masyasakara berkeadilan.
Arti penting ini menunjukan adanya pertalian yarangat erat antara
hubungan manusia dengan tanah. Dalam hubunganbueréerap Kkali
menimbulkan masalah yang sangat kompleks karena yanghut
keseluruhan hidup manusia seperti produksi peman&af hidup keluarga
tani, pemukiman penduduk dan lain sebagainya. Petliad@an ini juga tidak
terlepas dari jumlah penduduk yang memerlukan tamatok memenuhi
kebutuhan tumbuh begitu pesatnya di Indonesia,ng@a luas tanah tidak
berubah (tetap) maka sudah semestinya tanah yangjadr penggunaannya
agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. @iemd itu dalam hal ini

BPN sebagai Lembaga Non Departemen di bidang Rdraan berusaha



semaksimal mungkin mengambil langkah-langkah pesgéhn yang konkrit

untuk mencegah semakin berkembangnya konflik mawgengketa tanah
yang timbul di tengah-tengah masyarakat, yaitu dengara mengatur
penggunaan dan penguasaan atau pemilikan atas. tBeatasarkan hak
menguasai dari negara seperti ditegaskan dalaml Rasaaka menurut

ketentuan dalam Pasal 4 yang selanjutnya dirintindaPasal 16 ayat (1)
UUPA, kepada perseorangan atau badan hukum dibeb&berapa macam
hak atas tanah. Hak-hak tersebut di atas dapatildimiau dikuasai oleh

warga negara Indonesia, baik sendiri-sendiri maupensama-sama dengan
orang-orang lain serta badan-badan hukum. Padangasd&anya warga

negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungansgpenuhnya dengan
bumi, air dan ruang angkasa dan setiap warga negenailiki kesempatan

yang sama untuk memperoleh hak atas tanah untuklapah manfaat dan
hasilnya.

Konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atdsyang dimiliki
oleh orang atau badan hukum, maka negara berkemajibemberikan
jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanabbigtr, sehingga setiap
orang atau badan hukum yang memiliki hak terseapaidmempertahankan
haknya. Jenis hak-hak atas tanah menurut UUPA kendelak Milik, Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sdala,Membuka
Tanah dan Hak Memungut Hasil Hutan serta Hak-haknya yang tidak
termasuk dalam hak-hak tersebut di atas dan hakyealg sifatnya

sementara, dimaksudkan untuk memberikan hak atash tdberdasarkan



peruntukkannya dan subjek yang memohon hak ata teemsebut. Seperti
contoh tanah yang dikuasai negara dapat diberikdn@lUna Usaha, apabila
peruntukkan tanah tersebut oleh pemohon hak digumakituk pertanian,

perikanan atau peternakan, dan tanah Hak Guna Bangdapat diberikan
kepada orang atau badan hukum yang akan mendidkan mempunyai

bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya

Perkembangan hak-hak atas tanah yang telah dibexikak berbagai
keperluan sebagaimana tersebut di atas, tidakuseiiuti dengan kegiatan
fisik penggunaan tanah tersebut sesuai dengandsfatujuan haknya atau
rencana tata ruang dari penggunaan dan peruntud@ah,t baik karena
pemegang hak belum merasa perlu menggunakan tserakbdat atau
pemegang hak belum memiliki dana yang cukup untuiaksanakan
pembangunan atau penggunaan tanah atau karenal @hhya (Maria S.W
Sumardjono, 2001:50).

Pelaksanaan pembangunan atau penggunaan tanabutekaelang
tidak sesuai dengan peruntukannya, hal ini meny&rabtanah yang
bersangkutan dapat dianggap sebagai tanah yangtakay diterlantarkan
oleh pemegang haknya. Definisi mengenai Tanah ftaraerdapat dalam
Penjelasan Pasal 27 UUPA, yang menegaskan bahwah Thterlantarkan
kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuaadémgdaannya atau sifat
dan tujuan daripada haknydamun sejak diundangkannya UU No. 5 tahun
1960, Pasal-pasal mengenai tanah terlantar irk déagan serta merta dapat

dilaksanakan, sebab petunjuk pelaksanaan (jukla@salptersebut diatas



belum diterbitkan, akibatnya larangan untuk tanangy diterlantarkan
terkadang tidak efektif, sehingga tindakan yang yababkan terjadinya
tanah terlantar semakin meluas dan tak terkontkandisi ini menyadarkan
Pemerintah untuk segera bertindak, maka pada TE®@® ( kurang lebih 30
Tahun kemudian ), Pemerintah menerbitkan juklak tzdra penyelesaian
Tanah Terlantar melalui Peraturan Pemerintah NdaB36n 1998, akan tetapi
berdasarkan tuntutan dinamika pembangunan, penatpeaundangan ini
kembali ditinjau dan diperbaharui oleh Pemerintaliuydengan menetapkan
Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2010 tentang rifteEme dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar sebagai penganttuReraPemerintah
sebelumnya.

Tanah terlantar yang semakin meluas, merupakanmiena yang
bertolak belakang dengan terus menyempitnya Iluamiligan dan
penguasaan tanah di tangan rakyat. Tendensi lnak tarlantar dari waktu
ke waktu terus meningkat, sementara pemilikan tak@m menyusut.
Keberadaan tanah terlantar selama ini telah mepgdioalan tersendiri yang
sukup pelik dalam realitas konflik agraria (sengkéhnah) di lapangan.
Penelantaran tanah oleh pihak tertentu bisa mengandotif spekulasi,
untuk mendapatkan keuntungan mudah atas selisifb@latanah. Banyak
pula kasus dimana rakyat mencoba masuk dan memggarah-tanah yang
secara fisik terlantar karena terdesak kebutuhdaphiNamun secara legal
formal rakyat dianggap salah karena menggarap tgaaf secara hukum

masih menjadi hak pihak lain.



Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPatl)irsatanah
terlantar ada 7,3 juta hektar dan potensi kerugiagga Rp 54,5 triliun per
tahun dengan kerugian total mencapai Rp 634,4rrilkasus ini tengah
diselesaikan dalam hal pengidentifikasian sertaepigran tanah terlantar
diseluruh indonesié&eperti halnya yang dikatakan oleh Kepala BPN RbJo
Winoto, “Pada program 100 hari ini kita akan meagalkan seluruh aturan
yang berkaitan dengan penertiban tanah terlantselat, di mana nantinya
sebagian dari tanah-tanah tersebut akan digunakatok ukeperluan
masyarakat dan keperluan pembangunan. Dalam kqréegadaan tanah
untuk kepentingan umum, sudah dibahas secara khmengenai kendala-
kendalanya. Dari pembahasan itu diputuskan untukigevaluasi dua
peraturan yang ada sekaligus mempersiapkan Undadgrg mengenai
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentuhgam. Draft UU
itu sendiri sudah dipersiapkan dalam program 100ihia Luas lahan yang
akan ditertibkan itu adalah seluruh tanah di luawsan kehutanan yang
tidak bisa dimanfaatkan. Penertiban tanah terlantiar salah satunya
dimaksudkan untuk dijadikan sumber lahan pembangun&astruktur.”
(Antara News.com, 13/1/2010) diunduh pada tangdall2-2012 pukul
17.45.

Pencanangan kegiatan Penertiban Tanah Terlansadwdiuh Wilayah
Negara Indonesia yang dinyatakan tersebut, tidplslgula pada kegiatan
pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanamtderldi Provinsi

Sulawesi Tengah, dimana lokasi-lokasinya sebagiasarb merupakan



perkebunan serta perumahan dan tanah kosong yaggt&annya tidak lagi
dimanfaatkan sebagaimana mestinya berdasarkantkatepenggunaan dan
pemanfaatan yang berdasar pada Surat Keputusarbgdagu. Pencanangan
program tersebut telah menjadi ruh baru bagi seatanguk menyukseskan
kegiatan penertiban dan pendayagunaan tanah terldntseluruh wilayah
Republik Indonesia dimana bukan hanya BPN RI sebagmg tombak
pelaksanaan yang mampu menyelesaikan nhamun pexlpatsipasi penuh
dari Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mengaryla demi
kelancaran kegiatan pembangunan masa kini hingggrgsnya di masa
datang.

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi yanmitile@ daratan
terluas di Sulawesi, luas daratannya mencapai 868 atau 35,96% dari
luas Pulau Sulawesi dan Perairan Laut seluas 13382km?2. Secara
geografis Provinsi Sulawesi Tengah terletak an?422" Lintang Utara dan
3048’ Lintang Selatan serta 119°22" dan 124°22uBLmur (Sumber : BPS
2010), secara administratif wilayah Provinsi Sulswieengah beribukotakan
Palu dan 10 kabupaten lainnya dengan jumlah pehd@d?49.398 jiwa,
yakni :

1. Kabupaten Toli-Toli

2. Kabupaten Buol

3. Kabupaten Donggala

4. Kabupaten Parigi Moutong

5. Kabupaten Morowali



6. Kabupaten Tojo Una-Una
7. Kabupaten Luwuk
8. Kabupaten Banggai
9. Kabupaten Banggai Kepulauan
10.Kabupaten Sigi Biromaru

Daratan di daerah merupakan daratan luas maka lbatigkukan
pembukaan lahan perkebunan serta pembangunan .pHlkkGuna Usaha
untuk perkebunan yang mendominasi di Provinsi Segawengah adalah
tanaman perkebunan tropis dan tersebar di setibpip&éden begitupun juga
untuk tanah-tanah Hak Guna Bangunan. Kantor Wildyattan Pertanahan
Nasional Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Bid@emberdayaan dan
Pengendalian Pertanahan sejak tahun 2008 telahksaakkan kegiatan
penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sebagajud
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagaitgmatanahan yang telah
di undangkan pada PP No. 36 Tahun 2008 yang kemutiitabah menjadi
PP No. 11 Tahun 2018&egiatan tersebut telah dilaksanakan secara bgtaha
mulai dari Inventarisasi bidang-bidang tanah yamgdikasikan terlantar di
tiap wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawksngahlalu oleh
Kanwil BPN dibentuklah Panitia C yang merupakan ifRarPelaksanaan
Pengidentifikasian Tanah Terlantgbagai wujud dari tindak lanjut kegiatan
inventarisasi sebelumnya yang kemudian dilanjutkdengan kegiatan
penentuan objek tanah terlantar, peringatan tephadayek/pemegang hak

tanah tersebut, sampai pada proses penetapan lsaggei pada tahun 2011



ini terdapat 27 bidang tanatersebar di tiap-tiap kabupaten di Provinsi

Sulawesi Tengah yang diindikasikan terlantar dérelspa diantaranya telah

sampai pada proses penetapan. Bukan hal mudah om@n&ntukan bahwa

suatu bidang tanah adalah terindikasi terlantarsgampai ditetapkan sebagai

tanah terlantar karena merujuk pada Pasal 20 (Bygt Perkaban No. 4

Tahun 2010 bahwa ada pengelompokan Tanah-tanah g@mdjkasikan

terlantar sesuai persentase luas tanah yang ditm#an atau tidak

diusahakan yang menjadi bahan pertimbangan dalametapkan suatu
bidang tanah menjadi tanah terlantar, yaitu :

1. 100 % terlantar dimana seluruh hamparan hak ateshtéersebut telah
jelas tidak dimanfaatkan atau tidak diusahakan ssekali.

2. > 25 % s/d < 100 % terlantar dimana hanya sebdgidang tanah saja
yang diterlantarkan sedangkan sebagian yang laig lpanar-benar masih
diusahakan agar dimohonkan kembali oleh bekas pmmgeupk tersebut.

3. < 25 % terlantar dimana penetapan tanah terlantayahdiberlakukan
terhadap tanah yang diterlantarkan saja sedanglamegang hak
mengajukan permohonan revisi luas bidang tanaldrakbut.

Sesuai dengan ketentuan di atas maka data taraf-y@mg diindikasikan

terlantar di Provinsi Sulawesi Tengah banyak meargalpenangguhan

penetapan sebagai tanah terlantar, sehingga hasbagian kecil bidang
tanah saja yang telah sementara berada dalam gesegasan. Dapat dilihat
bahwa sejarah tanah terlantar di Sulawesi Tengdh penumnya sebagian

besar adalah tanah-tanah HGU dan HGB seperti yglag dijelaskan pada
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alinea sebelumnya yang hak atas tanah tersebutatatsejak tahun 1994
telah dimohonkan untuk dibuatkan sertipikat, narkenyataan dilapangan
hingga saat ini sama sekali tidak dipergunakan diamnfaatkan sesuai
peruntukannya, malah sebagian tanah tersebut sudajadi hutan dan tidak
sedikit juga bahwa diatasnya telah terjadi penyatiab lahan oleh
masyarakat setempat.

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka mozgdpenulis
untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalantuk skripsi yang
berjudul :“Pelaksanaan Penertiban Dan Pendayagunaan Tanamt&eiDi

Provinsi Sulawesi Tengah”.

B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian pada latar belakang penelidanatas, maka
perumusan masalahan yang dapat dirinci sebag&uberi
1. Apa penyebab terjadinya tanah terlantar khususnyralinsi Sulawesi
Tengah ?
2. Bagaimana pelaksanaan penertiban dan pendayagutzaein-tanah
terlantar yang dilakukan Kantor Wilayah Badan Reten Nasional

Provinsi Sulawesi Tengah serta apa saja kendatpdisamui?

11



C. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional dari penelitian ini adalahagdi berikut :

1. Tanah Terlantar
Tanah terlantar menurut Peraturan Kepala Badamiran Nasional
No. 4 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (6) adalah tanaldlyglberikan hak
oleh negara berupa HM, HGB, HGU, HP dan HPL atasada
penguasaan atas tanah yg tdk diusahakan, tdk dipekgn atau tdk
dimanfaatkan sesuai dgn keadaannya/sifat dan tyjearberian hak
atau dsar penguasaannya.

2. Tanah Terindikasi Terlantar
Tanah yang diindikasikan terlantar menurut Perati¢apala Badan
Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010 Pasal 1 8yatdalah tanah
yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakatgu atidak
dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifatugleantpemberian
hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakdkatifikasi dan
penelitian.

3. Penyebab Terjadinya Tanah Terlantar
Penyebab terjadinya tanah terlantar adalah sebagéut :

a. Pemegang hak baik HGB, HGU maupun dasar penguasaan
tanah lainnya hanya mengambil keuntungan sebesarrb@a
dari kepemilikan bidang tanah tersebut tanpa mekahi

dampak terhadap masyarakat sekitar.
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b. Pemegang hak tidak beritikad baik untuk memanfaatkaah
mereka dengan sebaik-baiknya sesuai peruntukaggpeaan
dan pemanfaatannya.

c. Faktor keuangan dari pemegang hak atau perusaha@m y
tidak memadai sehingga sulit untuk melakukan pemhgeman
terhadap lahan yang diperoleh.

4. Penertiban Tanah Terlantar
Penertiban tanah terlantar adalah proses penatearbak tanah
terlantar agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkintuk
kepentingan masyarakat dan negara. Program Peareriitd diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tgritamertiban
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan diselenggasapenuhnya
oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

5. Pendayagunaan Tanah Terlantar
Setelah ditetapkan sebagai tanah terlantar, taeegebut kembali
menjadi tanah negara. Pendayagunaan tanah negkes Kb&nah
terlantar adalah pemanfaatan melalui peruntukan pangaturan
peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan damarpaatan
tanah untuk kepentingan masyarakat melalui refagraria, program
strategis negara dan untuk cadangan negara lainnya.

6. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatmeriban dan

Pendayagunaan Tanah Terlantar
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Kendala merupakan faktor penghambat kegiatan Rleaertdan
Pendayagunaan Tanah Terlantar sehingga membuat&egnenjadi
tersendat serta tidak mencapai hasil yang maksitaal target yang

akan dicapai.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tanah terautia Provinsi
Sulawesi Tengah.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban dan pegdiagan tanah
terlantar di Provinsi Sulawesi Tengah serta kenklatadala yang ditemui
selama pelaksanaan kegiatan penertiban dan penoegay tersebut
dimana dalam hal ini Kanwil BPN merupakan leadauatjung tombak

pelaksanaan kegiatan tersebut

E. KEGUNAAN PENELITIAN
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikamfaet sebagai
berikut :
1. Kegunaan Akademis
Kegunaan akademis (bagi pengembangan hukum) paneliini
diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiramgylaerarti bagi ilmu

pengetahuan hukum khususnya hukum pertanahan seasyarakat
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umumnya mengenai pelaksanaan pengidentifikasiaa genertiban tanah
terlantar serta kegunaannya bagi kesejahteraananadksy

2. Kegunaan Praktis
Dapat menjadi masukan pada Pemerintah dalam halpemigambil
kebijakan di dalam pelaksanaan penertiban tanaftdarlantar yang
merata di seluruh indonespada umumnya dan di dalam pembuatan

kebijakan hukum pertanahan selanjutnya pada khyausn

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan sistendibutuhkan
sistem penulisan yang baik, dimana penulis memblgpsi ini ke dalam
bab-bab dan sub bab, yang diawali dengan bab ldPehtin yang berisi
uraian tentang latar belakang masalah, perumusaalatma tujuan penelitian,
manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Dalam bab Il Tinjauan Pustaka, bab ini berisikarjatian pustaka
yang menyajikan landasan teori tentang tinjauarmreseamum khususnya
tentang Tinjauan Umum tentang Penyebab munculnyahttanah terlantar
di Indonesia, Fungsi Hukum dan Penegakan Hukurnta &&aran BPN dalam
melaksanakan Kebijakan Pertanahan.

Dalam bab Il tentang Metode Penelitian, membahasganai teknik
penelitian dan pengumpulan data dalam melakukaruligan ini, yaitu
tentang metode pendekatan, spesifikasi penelifpulasi dan metode

penentuan sampel, metode pengumpulan data dasismkia.
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Dalam bab IV, V dan VI yang terdiri dari gambaranum wilayah,
faktor-faktor yang meyebabkan maraknya tanah tertadi indonesia, dan
Peran Kantor Pertanahan dalam mengatasi serta tib&nar tanah-tanah
terlantar tersebut.

Dalam bab VII Merupakan bab penutup, dalam bab akan
diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang ndiskan dalam
penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari sélutata yang diperoleh
dari penelitian dapat pula memberikan saran-saeag ynembangun demi

kesempurnaan.
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BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan kajian terhadap permasatiham tulisan ini

maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

Lokasi yang memiliki alas hak seperti Hak Glwsaha (HGU), Hak
Guna Bangunan (HGB) dan Dasar Penguasaan Tanah/tkasi
merupakan sebagian besar objek dari kegiatan [eseitianah terlantar
di Provinsi Sulawesi Tengah. Penyebab lokasi teitsefenjadi objek
penertiban tanah terlantar umumnya adalah ketidaks@n penguasaan
dan pemanfaatan terhadap sifat/kewajiban pemegakgehhadap Surat
Keputusan (SK) yang menjadi dasar penguasaannya.

Pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan texteaitar pada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesigah telah
dimulai dengan inventarisasi terhadap tanah-tanahg yterindikasi
terlantar, Pada Tahun Anggaran 2011 sampai saaetalah dilakukan
identifikasi dan Penelitian terhadap lokasi-lokasirsebut, satuan
pekerjaan yang tersisa adalah 19 lokasi bidandtgaiag akan diusulkan
untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar dimanakasl telah beralih
kepemilikannya dan 7 lokasi lainnya dinyatakan tretarmasuk kategori

objek penertiban tanah terlantar, serta di Tahubh22@an diterbitkan
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Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasiompalbiRle Indonesia
tentang Penetapan Tanah Terlantar untuk Lokasi HGURIio Fantini
Persada tanggal 18 Januari 2012 sebagai awal aegi@ndayagunaan

tanah terlantar tersebut.

B. SARAN

1.

Terkait dengan penatagunaan tanah di Provindaw®si Tengah,
hendaknya Badan Pertanahan Nasional, Pemerintatalidls instansi
yang terkait dengan peruntukan tanahnya dalam sehakan

penertiban tanah terlantar saling berkoordinasinggia tidak terjadi

tumpang kewenangan.

Dalam pendayagunaan tanah terlantar, pemer{nBédan Pertanahan
Nasional) hendaknya membuat kebijakan tentang taiara

pendayagunaan tanah terlantar yang dapat dipakeigae pedoman
teknis, sehingga tanah - tanah terlantar dapat rdamtkan secara
optimal dalam memperbaiki keadaan sosial ekonomisyarakat.

Disamping itu hendaknya pemerintah memberikan békal kepada
aparatnya sehingga dalam melaksanakan tugasnyatédadi konflik

dengan pemegang hak yang menelantarkan tanahnya.
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